PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT [ PA'gTij”An'__,_f‘

LIPS

Menimbang s a. bahwa ketentuan-ketentuan tentang I:jln Mendirikan

- PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

- - . NOMOR-10 TAHUN-1990
. TENTANG

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
o,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH-TINGKAT e g PACITAN

Bangunan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor
23 tahun 1976 tentang Bangunan-bangunan, - yang
telah mengalami beberapa kall perubahan terakhlr ;

- dengan Peraturan Daerah ‘Kabupaten Daerah Tingkat =

II Pacitan Nomor 24 tahun 1983 materinya - sudah
_ tidak sesual lagl dengan keadaan sekarang s

"be bahwa sehubungan dengan huruf a Konsideran : Eme-
nimbang ini,; dipandang perlu untuk menin:jau kem—
ball materj_.__ Peraturan Daerah tersebut dan mqng—
atur kemball ketentuan-ketentuan peri:jlnanﬁya {de-
ngan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah baru.

- - P
Mengingat : 1, Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok -

pokok Pemerintahan di Daerah

,Undang—undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pemben-
tukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan -
PrOplnsl Jawa Timur ;

34 Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang -
' Peraturan Unum Retribusi Daerah ; '

7

.. 2.

4. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang :‘aPengr

5.;Hiran 73

5. ndang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang J alan 3

s - s 3 o




6. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan

ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- tentang
t

T | 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 |
o -Pengurusan Per‘tanggung Jawaban dan Pengawasan Ke=

~ ‘uangan Daerah ; | _

8.; Peraturan Pemerintah Nomor 2.B tahun 1982 tentang

- Pehgatyran Air ; : | ' |

9.' Peraturan Pemerintah Nomor 2B tahun 1985 ~ tentang

:Jalan ; _ _

@ 0. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1986 tentang
IR o _‘_.Analisa Dampak Lingkungan ; oot -

-1

11, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tah U -
_. : _
71974 tentang Bentuk Peraturan Daerah j; -

| 12, Peraturan Daerah Propinsl Daerah Tinéka.t I Jawa
; Timur Nomor 15 tahun 1986 tentang Irigasi di Jawa
. Timur ; S

13, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat r II
Pacitan Nomor 7 tahun 1988 tentang Penyidik Pega =
. .wail Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupa - |
ten Daerah Tingkat II Pacitan ;' .

. -' | S ' 14; Peraturan Daerah Kabupaten Dasran Tihgkat
- . . Pacitan Nomor 8 tahun 1988 tentang Rencana
- Tata Ruang Kota Pacitan 20 tahun ; " = !

- o ’
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
* Pacitan Nomor 11 tahun 1988 tentang Penetapan Ba

. f tas wilayah Kota dalam Kabupaten Daerah Tingkat II

II
Unmum

i ¥

Dengan perSetu;]uan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabuPaten
- Tingkat II Pacitan ;e .

Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACTTAN
- TENTANG . IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN, »~ . . .. }

' ?

.
I

f
£




- ‘Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istllah H

as.

b.

Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten : Daerah
Tingkat II Pacitan ; -

, S
.Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah T;ngkat II

: Pacitan ' ‘ S f

Ce

BERD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah _' Kabupaten

_DaerahTingkatIIPacitan; . i

de

- Pacitan H

f."
o Tingkat II Pacitan ;

g

h,

. Kepala Daerah 3

i.

.-.3‘

-
.f__untuk menghilangkan bangunan yang Sudah ada ;ga E

1.

.Kepala Dinas Pekerjaan Unum, ialah Kepala Dinas Pekerja
- an Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II- Pacitan3

Daerah Tingkat II, Ialah Kabupaten Daerah Tingkat - II
Jalan, ialah jalan yang berada di Kabupaten :ﬂ Daerah
Sungai/Kali/Saluran, ialah Sungai/Kali/Saluran yang ber

ada dl Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan
Ijin, ialah pernyataan tertulis yang dikeluarkan i0leh

Pemegang I1jin, -Jalah orang atau.Badan Hukum yang telah
mendapatkan Ialn dari Kepala Daerah untuk mendirikan
bangunan sesual dengan ketentuan yang telah ditetapkan-
dalam Ijln , L }

Mendirikan Bangunan, ialah suatu kegiatan yang dltuju -
kan untuk membuat atau mendirikan, memperbaharui, mem-

_perluas sesuatu bangunan baik seluruhnya maupun sebagai
© an ; ; : T : _,. . P

i

Membongkar bangunan, ialah suatu kegiatan dengan tujuan

!

'Garls Sempadan, ialah suatu garis khayal sebagai ' pe =

- misah/batas pada antara hak Daerah Pengawasan Jalan /

Sungai/Kali/Saluran dan hak Daerah Milik Jalan/Sungai /

‘Kali/Saluran yang harus diwujudkan secara nyata dan te-
- gas ki




7, KETENTUAN FERIJINAN

g Ay —

-

m. Pembina jalan, ialah Pejabat yang ditunjuk oleh -
Kepala Daerah untuk. melaksanakan pembinaan jalan.
: BAB II

3

e am e ——

s

Paéai 2
| i

(1) Siapapun ‘dllarang melakukan suatu kegiatan sebagaima- '

. na’ tersebut dalam pasal 1 huruf J Peraturan Daerah f

ini tanpa Ijin dari Kepala Daerah

———

(2)-Untuk mendapatkan I3in dimaksud pada ayat (1) pasal

ini ‘yang bersangkutan harus mengajukan permohonan; se

_ cara tertulis dengan bermaterai sesuai dengan ketentu

'(3) Permohonan Ijin dimaksud pada ayat (2? pasal ini, me-

(4)

BENC)

(2)

an yang berlaku kepada Kepala Daerah L ]

muat keterangan-keterangan

E

|

a. Nama pemohon -}
be U p ur E'
Ce Pegerjaan';‘ e i_

d. Alamat/tempat tinggal ; : TR
e. Uraian mengenal maksud dan tujuan dari permohonan

Ijin _ _ o Lo
Permohonan Ijin dimaksud pada ayat (3) pasal ini

- harus: dilampiri H
'a. Status tanah yang akan didirikan bangunan

2
|
:
be Letak tepat/gambar situasi ; E
Ce. Gambar rencana bangunan secara. rinci beserta kons
a
t
a
B
i
[
i

- truksi dan bahan-bahan bangunan yang dipakai 3

de Persetujuan dari tetangga yang berbatasan f b gf
bangunan bertingkat. ' -

Pasal 3

Bentuk dan atau’ macamnya Ijin dimaksud pada ayat (1)
pasal 2 Peraturan Daerah ini ditentukan oleb Kepala
Daerah J'“.'j --_ - o '

}
Ijin akan diberikan apabila persyaratannya telah di-

5// penuhi oleh pemohon



.
..

_(5)

(4)

'(5)
(1)

(2)

(1)

sertal dengan alasan-alasan.

i
Sebagai bukti bangunan telah mendapat Ijin pada bagian

de an bangunan ditempel suatu tanda 3 *
P P 1",'.,..' M!mﬂmkm ")4“%%%-

Tanda dimaksud memuat nomor urut(IMg))nama pemegang =
dan tanggal dikeluarkannya P Lol I

Bentuk warna dan ukuran tanda dimaksud pada ayat (3)

pasal_ini dltetapkan oleh Kepala Daerah.

Permohonan Ijin ditolak. Jjika

_a. Mengganggu keselamatan dan ketertiban umum 3

;
, ?
N i Pasal 4 o : !
0
f
L]
|
{

‘b, Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan -

~ yang berlaku ; : | | - 2
Penolakan dimaksud pada ayat (1) pasal 1n1 harus die’

Pasall 5

m.*.,mqmw“u.,p

]

Ijin yang telah diberikan sebagaimana dimaksud. d
pasal '3 Peraturan Daerah ini dapat dlcabut, jika 3

ae Peﬁegang Ijln bukan yang berkepentingan lagi ;

be 6 (enam) bulan setelah diterimanya Ijin. pelaks
' an pekerjaan belum dimulai :

[T S g PR —
[\
]

Ce Pekerjaan telah dihentikan selama 3 (tiga) bulan -

(2) 1

ternyata tidak dilanjgtkan 1ag1 ;' = =. \ %

d, . Ternyata didasarkan pada keterangan yang kelirui-

e Pembangunan menyimpang/tidak sesual dengan rencana-'
yang disahkan atau ketentuan-ketentuan yang ditetap
: kan dalam perijinan H s

g

o

Pencabutan Ijin dimaksud pada ayat (1) pasal int !se=

e ‘

gera diberitahukan kepada pemegang IJjin dengan dgser -
tai alasan pencabutannya, setelah terlebih dahulu di-

. beri perlngatan secara tertulis dengan batas waktui 30

(3)

(tiga puluh)hari terhitung sejak diterimanya peringat-
an tersebut 3

Ijin yang telah dlcabut dimaksud pada ayat (2) pasal
ini dapat diperbaharul lagi ; - |




(4) Pembaharuan Ijin dimaksud - pada ayat (3) Pasal ‘ini ¥
kenakan Uang Leges.;.f

+
H
f

S - Pasal -6 SR i

. P
_Ijin yang telah dltetapkan berikut lampiran-lampirannya'

harus senantiasa berada ditempat pekerjaan bangunan.

B Vo

TS g g

Pasal 7

e

e A A T

T T 1t

'Apabila pemegang Ijin menyimpang dari ketentuan— ketentuan
yang tercantum dalam Ijin atau mengubah gambar: bangunan,pe
megang Ijin wajib memberltahukan hal tersebut kepada Ke -_

pala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan.

persetujuan.

Pasal B '

(1) Untuk mengubah atau membongkar bangunan.yang bersang -

{ .
=
a

_kutan sebelum melakukan perubahan atau pembongkaran ha
i rus memberltahukan rencana dimaksud secara tertulis ke

- pada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk
t

mendapatkan persetujuan § - R i .

(2) Untuk pembongkaran bangunan. bekas pembongkaran bangun

ﬁb//‘an harus ditata sedemikian rupa sehingga tidak meng ;-'

ganggu kepentingan umum.i_.,
. BAB III
BANGUNAN BANGUNAN - .
“Pasal ‘9

o S 1 Sl B e, ¢ ) e

Bangunan-bangunan dl Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan

dibedakan menjadi ¢ - . I Y

" ay Bangunan Rumah Tangga ;
" b, Bangunan Fasilitas Umum ;-
¢. Bangunan Iain-lain.




e L

PR SR Pe E VSR

: BAB IV
PENELITIAN DAN ATAU PEMERIKSAAN
: BANGUNAN
: Pasal 10

T T

"(1) Dalam rangka penelitian dan atau pemeriksaan bangunan

: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan Instansi terkait
o mempunyai tugas S ?
'a, Menelitl semua permohonan Ijin dimakSud_'” dalam

pasal 2 Peraturan Daerah ini ; o E

b, Memeriksa dan mengawasi pelaksanaan bangunan dan -
Jika perlu mengambll contoh dari bahan bangunan -
atau alat-alat yang digunakan dalam pekerjaan ;ba-
ngunan sebagaimana tereantum dalam Ijin bangun?n

Ce Mengawasi pelaksanaan bangunan agar ketentuan - ke
tentuan yang tercantum dalam Ijin ditaati i

'ff(2) Pemeriksaan dimaksud padaayat (1) huruf b pasal ini
o 'dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan -
f”ldalam aturan umum tentang pelaksanaan bangunan s

“_(3)'Apabila menurut hasil pemeriksaan suatu bangunan di-

: "anggap menyimpang dari ketentuan I3jin dan atau 'me -
nimbulkan bahaya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dépat
menghentikan pekerjaan bangunan dan kemudian meﬁberi '
perlngatan secara tertulis dalam batas waktu 1 (satu)
.bulan untuk segera memperbaiki atau membongkarnya de-
ngan terlebih dahulu memberltahukan kepada Kepala

Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ' ﬁ-[; ’ g

(4) Apabila perlngatan dimaksud pada ayat (3) pasal inl
: sampal batas waktu yang ditentukan tidak dilaksanakan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan dibantu oleh Tim Ke-

ﬁtertiban berhak membongkar bangunan tersebut | atas

| biaya pemilik bangunan.,'f o ;

13

: Pasal 11 . --.'_;?E; | !
T; Kepala Dinas Pekerjaan Unum dapat memberikan petunjuk ke-.
pada pemegang Ijin untuk tidak menggunakan bahan- bahan
atau alat-alat bangunan lalnnya yang dianggap menimbulkan

bahaya pada bangunan

|
|
|



(2) Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ,ini

yahg berlaku,

'Dibebaskan dari retribusl sebagaimana dimaksud dalam pasal

BAB V
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 12 -

A R IR i T S Py o i L A A A L SRl A -

(1) Setiap I3in mendirikan bangunan dimaksud dalam pasal 3

Peraturan Daerah ini dikenakan retribusl Ijin MEndiri—
kan Bangunan serta retribusi penelitian dan atau Ipe-
meriksaan bangunan di- lapangan § = - . i

’ ¥
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan ba
gian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

. N _ o {

Pasal 13

1

Hasil pendapatan retribusi dimaksud dalam pasal 12 Peratur

-an Daerah ini merupakan pendapatan Daerah yang harus {di-

setor ke Kas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan! =

i B 'Pasal 14

W

12 ayat (1) Peraturan Daerah ini. terhadap bangunan-bangun
an: 'i T ’

a, Bangunan swadaya maéyarakat :
b, Bangunan swakelola,

‘ BAB VI
' KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
’ Pasal 15 . '

B w4 T T R S

o o

(1) Tlndak pidana terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal
2 ayat (1), pasal 8 dan pasal 13 Peraturan Daerah t1ni
diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam)
bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000 (lima-
puluh ribu rupiah) ; - |

(2) Tlndak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalahl
berslfat pelanggaran.

L

AT S i A ¢ AT



- ‘ _. ..;Pasal. 16 k --;: g

Selaln oleh Pejabat Penyidik Umum, enyidikén terhadap |

. tlndak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peratur-

an Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri

L Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Ting%atf

I1 Pacitan. B T T
“BAB. vn |
o % L
KETEN.EUAN PERALIHANDANPENU’I’UP ‘ =z
Pasal 17

{ «.(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan'

- Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 25
' beserta semua Peraturan Daerah perubahannya dinyatakan'
dicabut dan tidak berlaku lagi

- (2) Bangunan-bangunan yang telah mem114iki Ijin berdasar -

- kan Peraturan Daerah sebelum berlakunya Peraturan Dae-
rah ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan-
Perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sah §

(3) Bangunan—bangunan yang telah ada dan belum memlliki
< Ijin dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Per
" aturan Daerah ini diwajlbkan memlliki Ijin berdasarkan
Peraturan Daerah ini 3 . T E '
(B)fHal-hal yang belum cukup diatur berdasarkan Peraturan
- Daerah ini sepanjang mengenal pelaksanaannya akan q;

‘atur leblh lanjut oleh Kepala Daerah.,J

L T
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_ . Pasal 18 i {_ . '. ;
Peraturan Daerah Ini nmlai berlaku pada tanggal diundang -
kan. . :_‘ . ‘ . . . . , - , .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang-
an Peraturan Daerah "ini dengan menempatkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, = - ‘

_§ S Pacitan, 3‘ Maret;1 1990 g

lr

KEPALA DAERAH 'I'INGKA'I‘ II_

. :
3
. e — _ :
B - \ ~ LI : -
- . i , .~ {
% 3 : ~ £
O [
' i '
4 A
‘

o Dlsahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah ngkat I
B .Iawa Tumur tanggal 3 Aguatus 4990 Nomor 287/p ‘tahun 1990

o o P ._ .'l.

HIER AR A e L e e TR g

. .._An GUBERNUR . KEPALA DAERAH 'I‘INGKAT 1
JAWA TIMUR ~ -

i ‘
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" .
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LAPTRAN

$ PE‘ELAIURAN D&L’RAII KABUPATIN DAER&H '
. ) TINGKAT IT PACITAN - . “-op
CNGIOR s /0 TAENN _1'999
THNGGAL 3 S e & = 1990
. Ll ”
¥ - * Luas iantal baat Retritusl d
Noe ¥ Jenis bangunan ' Lokasi antgl bay sl .. Kotorangan
: : ' i ?%:fek‘uf trup v Penali'tian/:
) r _ . , ( Rp )1' gemanlcsaan
- ' angunan
AR > % N . s e 4 e v m
I, ROMAT TINGGAL e o L
{. Bumah permanen Porkotaan 0= 40 T 10,000~ 25 % (5) ' Daerah perkota-
' e PR WM‘..Luas Eelebihnya. 50 _ an sébggainana’
) . Per m e ‘ (diztur dalem -
2- N «y  Peraturan Daeral
. Llimr pota guaswel;ebj hnya' 7’2008 5% (.5)' . Kabupaten Daeral
| _ Sajo mﬁ . ‘Tinglat IT. Paci-
T T s wocememe P ©“ . <‘an Nomor 1{ ta-
2, Rumah semi. permanon Perkotaa 0 = 4'.'3_‘1112 T 1500 254 (5) _bun 1988 tentang
B o _ " Luas seiebil a. 200 O penetapan batas
fedi el er me -- _ - o, wilayah kota e
. o L RER 5 .- . dalam Kabupaten
Iuar Kota 0 =401 6.500 25 % (5) Daerah Tingkat «
S Luas selebihhnya 150 -, . IX Pacitan.
. - DET A
3+ Rumah non permanen - Perkotaan 0 = 40 m2 5.000 25 % (5) |
- . : L Luas seiebibnya - 150 :
_ Toperm " e ' L
Luar Kotz 0 =40 no . 44000 25%(5)
- Luas saie‘nihnya 100 :
per ne
PT.‘I BAVGONAY FASITITAS
' ‘T, L
1¢ Béngunan fasilitas' Umum Perkotaan 0= 402 7T 15,000 254 (5) -
komersial $ _ Luas gelebitnya ~ 500 :
per o , oo
Toko, Kantor Non Pemow R
rintah,~Bank, Hotal/Los 0. - 40 n2 1o.ooo 25 % (5)
en/penginapan, god:.mg Luas selebi‘nnya 500 .
Bioskup, Gudang,Pabrik, - per m2
dan bangunan=bangunan-
fasilitas umum yang bexr
sifat komersials R
2. Bangunan fasilitas Umm Pezkotaan O 0w 10,000 254 (5)
nom-komerslal Luas ele‘nibnya . 300 -
S _ per
-; : !




s -2~ o _ _
..... ‘..;.nu..-.-.-....-¢..<f.-...|.-1;-'.‘-.-1....".;'-'u'..‘..'u--f--,u.'; A D L
1 ‘. 2 . v ’p'l 3 h 4 - ,' .]’ 5 . -6 - !' ].. 7 ......
Rumah Saklt,lembags pen— Luar Kota = -0 = 40 m2 74500 25 % (5)
dldikan,kantor pemerin - Luas selebibnya 200 _
tah, Pasar/tampat nlagaj par m S
fagilitas partanahan dan -
kaamanan, tempat ibadah,
" ‘dan bangunan fasilitas - _
. umum lalnnya barcifat - "
non komersial. _
111, mcrmm-_’-amcrmm _
1.. Mangerjakan pagez{ tem = Perkotaan s/d 2 m tinggi 200
- - bok, kayu, besi/kawat) per ms - -
Tinggl selebihnya 100
_ . per m2 _ _, -
| . luar Kota 5/d. 2 m_"!;inggiu 150 ::
per m2 .
Tinggl seleblbnya 50 S
. .perm2 _ SR )
24, Mengerjakan lantal Perkotaan O =40 m2 15000 25%(5) .
- Jemur, halaman beraspal - - Luas selebibnya 300 -
lapangan tenis : T par m2 - ‘ SEe
- b ¢ Iuar Kota O = 40 m2 10,000 - - "25?%._(5)-
' Luas selebibnya 250 .
- per m2’ -
3. Uengerjakan sumur Porkotaan 2.000 Sumur blasa
: : " 44000 Sumir pompa
S 44000 Septicktank
Iuar Kota 14500 Sumur blasa
. 3,000 Supur pompa
Rl 3,000 . ~ Septicktank
4+ Mengerjaken jalan 1/1000 X 25 %.(5)
. nilal ba -
' _ ngunan,
» Mo erakansaluran, e Ten
5 i ongersie sda, 25%(5)
Pasa:_lgan dua sisl + . 1- | .
lantal pasangan_dua ) i
sisl, pasangan satu .
slsi,normalisasi sa
luran, talud dan cek
dam/dam,
6. Mongerjakan alatealat :
reklame, N 2,000




. :- 3 -
‘ R T T T T T T T S T
1 ' 2 """""" ¥ ERV SR .t!|.: 5.0 J I3 ' ET
S B e — ,
7o Mengarjakan tangkd o< 10m2 10,000 25%45) 1
N (Partamlna). - Luas salebilmya "1,000 o
' J U S per m2 e .. i- o - o
* 8, langarjakan carobong asap 0.2 6 u2 thgal 15.000 z‘s‘fz’ci (s)‘* .
serobong tempat pembakare 'I'inggi selehib- 2,000 '
.. an batu gampings .. ... . nya per m2 - .
) radio/Orari d1ls -ees R
10e Menger§akan :jambatanfbuk/ 1/1000 X 25 % (5)
; gorong—gorong. nilai ba .
e sl e e e ngunan,
1. r-:&ééijhlkan tempat~tempat ST RN
easle ' : sda 25 % (5).
1, Bangunan bertingkat eebai . T5.4 '&;i-'i 35 % (5) Katentuan—ini
mana tersebut pada huruf I ketentuan dikenakan pada
T« AT - : lantal T ‘satiap’ tingkats

2, Merubah/memparbaild bangwmn
- an sebagaimana tersebut - -
pada huruf I danIl di atas -

#

-

50 % dari
ketantuan
ratribusi

" seluruhnya

25%(5) o

naTubab,/nempers

. balki yang tidak

marubah pondasi
dan_atau atap = _

Hembongkar bangun

an yang tidak akan

. didirikan bangune
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"PENJELASAN UMUM

PENJELASAN
" ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
 NOMOR 10 TAHUN 1990 -
TENTANG
IJIN MENDIRIKAN BANGCUNAN

L |

L

' Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang Ijin Mendirikan_

" Bangunan ( IMB. ¥ di Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan sebagai-
. mana’ tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

f dang sudah tidak sesual- lagi dengan keadaan sekarang.

Pacitan Nomor 23 tahun 1976 beserta semua perubahannya, dipan

Sehubungan’ dengan itu guna mengarahkan, membina dan menga

_tur serta menertibkan masyarakat dalam usaha mendirikan/membuat- '

'f/membongkar/mengubah bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat-1I|Paw

citan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan'
Nomor 23 tahun 1976 beserta semua Peraturan Daerah Perubahannya-

_dipandang perlu untuk dicabut dan mengatur serta. menetapkan kem

. ball ketentuan-ketentuan perijlnannya dalam suatu Peraturan Dae-

© - rah baru. Lo

II.

‘Pasal 1 huruf a's/d e ‘Cukﬁp Jelas,’

S

FENJELASAN PASAL DEMI PASAL

huruf £ . 1 Yang dimaksud dengan jalan yang-ber'
- o ada di Kabupaten Daerah Tingkat 11
Pacitan adalah meliputi : '

aes Jalan Proplnsl,

b. Jalan Kabupaten.

g. Jalan sebagaimana dimaksud pada ang
-ka 1 huruf ini, adalah merupakan sa
tu kesatuan sistem Jaring Jalan yang
terdiri dari sistem jaringan jalan-

. Primer dan sistem Jalan skundeq -

' _yang terjalin dalam hubungan hifar#,

ki,
. Sistem Jaring Primer dlsusun mengi-
kuti ketentuan pengaturan tata ru -
ang dan struktur pengembangan Wila-
‘yah tingkat Nasional yang menghub -
bungkan simpul-simpul Jjasa distribt

si sebagai berikut H

U T S ——

R T



as Dalam satu satuan wilayah pengembangan -
menghubungkan secara menerus kota jen -
jang kesatu, kota Jenjang kedua, jenjang :
ketlga dan kota Jenjang dibawahnya Same
pal ke persil. :
'Ib. Menghubungkan kota jenjang keSatu dengan
kota Jenjang kesatu antar satuan wilayah
pengembangan,

Sistem Jaringan Jalan skunder dlsusun mengi
kuti ketentuan pengaturan tata ruang kota -
yang menghubungkan kawasan-kawasan yang mem

punyai fungsi primer, fungsi skunder kesatu
~ fungsl skunder kedua, fungsi skunder ketiga
dan sterusnya sampai ke perumahan. _

Menurut perananya Jalan dapat dikelompokkan
' menjadi
a. Jalan. arterl, ialah jalan yang melayani-
_angkutan utama dengan cirieciri perjalan_
~an Jarak Jauh, kecepatan rata=-rata ting-
gi'dan Jumlah Jalan masik dibatasi Secam _'
_ ra efisien, ' : . E
b, Jalan Kolektor, ialah jalan yang melayani
~angkutan pengumpulan/Pembagian dengan ci
ri-ciri perjalanan Jarak sedang, kecepat
an rata-rata sedang dan jumlah jalan ma
sik dibatasi,
¢. Jalan lokal, ialah jalan yang melayani -
angkutan setempat dengan ciri-ciri perja
lanan Jarak dekat, kecepatan rata-rata -
rendah dan jumlah jalan masuk tidak diba '
tasi. : ‘

aJalanpjalan dimakSud dalam angka 1 penjelas

an ini, menurut peranannya terdiri dari

A Jalan.Arterl Skunder, ialah jalan yang -
'di desain berdasarkan kecepatan rencana-
paling rendah 30 (tiga puluh) Km/jam -
dengan lebar Jalan tidak kurang dari 8

. (delapan) meter.

b Jalan Kolektor (;¥mer.’,; ialah jalan [vang
di desain berdasarkan kecepatan rencana-
paling rendah 40 (empat puluh) Km/jam -
-dengan lebar badan Jalan tidak kurang da
ri 7 (tujuh) meter. S




S ngp
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¢y Jalan Kolektor Skunder;'iaiéh Jalan yang'
- d1 desain berdasarkan kecePatan rencanae -
 paling. rendah 20 (dua puluh) Km/jam de=
- ngan lebar badan jalan tidak kurang dari .
N 7 (tu;juk) meter.l : o
L de Jalan lokal Primer, ialah ;jalan yang di-_
, L o desain berdasarkan kecepatan rencana pa=
| : " 1ling rendah 20 (dua puluh) Km/Jam dengan"
lebar badan Jalan tidak kurang dari 6 -
(enam) meter. . .

e. Jalan lokal skunder, ialah Jalan yang at
desain berdasarkan kecepatan rencana pa
1ing rendah 10 (sepuluh) Km/jam, dengan--'
lebar badan ;jalan tidak kuran dari 5 (:u.
ma). meter. ) - N

£, Jalan Sub 1lokal, lalah :jalan yang di dew
sain selain sebagaimana dimaksud huruf a

' S/d e L . . .

.

3. Bagian-baglan jalan dirinci menjadi H

'a, Daerah maniaat Jalan (Damaja), 1algh e
-ang sepanjang jalan yang dibatasi 'oleh,-_
lebar;ftjnggi dan kedalaman ruang bebas -
yang dltetapkan oleh Pbmbina Jalan. _
' b. Daerah Milik Jalan (Damija), ialah' ru =
ang sepanjang-Jjalan yang_dibatasi oleh
.. lebar tertentu yang‘dlkuasai oléh peme
~ bina jalan dengan suatu hak tertentu se
sual dengan Peraturan perundang-undang-
_an yang berlaku.
“Ce Daerah Pengawasan Jalan (Dad%ja), 1a1ah K
- ruang sepanjang jalan yang dibatasi -
oleh lebar dan tinggi tertentu yang di-
1 tetapkan oleh Pembina Jalan yang gtper- _
" untukkan bagi pandangan bebas" pengemudiiﬁ:::
~dan pengamanan Jalan. -

-Huruf g H Yang dimaksud dengan sungallKa11/Sa1uran, la -
T . 1ah sungal/Kali/Saluran yang pemblnaannya menja
' 'di wewenang Dinas Peker;jaan Umum Daerah PEngc
_ -+ alran Seksi Pacitan. y -
Huruf h s/d k 3 Cukup jelas. o
‘Huruf 1 -3 Ketentuan Garis sempadan Bangunan adalah seba~

. gai berikut

M
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"“."c; Pada_jalan Kplektorzbeander R

- - {‘ ?; =
I
;

_a; Pada Jalan Arteri Sekunder :

L Garis Sempadan tritis 20 a.
" .= Garis Sempadan pagarnh:E 12 5. 

'_b. Pada jalan Kolektor ﬁriméf :

~:Garis Sempadan tritis
‘= Garis Sempadan pagar -

"= Garis Sempadan tritis ¢ 9 m,
. R . A . §

= Garis Sempadan pagar -:- 7 n,

o T

~d, Pada jalan Lokal primer §

| | o b

= Garis Sempadan tritis ¢ 10 m,
= Garis Sempadan pagar 1 7 m.
_'e.'Pada'jalan Lokal sekunder %
- . o . - 1

=~ Garis Sempadan tritis 2 7 e

- Garis Sempadan pagar : 6 ﬁ.

- £, Pada jalan Sub Lokal - ' &’ % _
- Garis Sempadan tritis i. 7 m.

« Garls Sempadan pagar ¢ 6 m,

2. Bangunan-bangunan yang berada di Dae =
rah Pengawasan Sungai/Kall/Saluran se-
j'--l::a.ga.lma.na. dimaksud pada huruf g pasal .
1 Peraturan Daerah ini adalah sebagai-

 berikut : - PR _5

. ae Bangunan yang berada dai luar perko-
‘ -_taan , e %
. Untuk® Sungal/Kali dalam Daftar|{ ‘I
- Provinsi Water Reglement (PWR)

= .Garis Sempadan tirit :_..Zq me
- Garis Sempadan pagar : 5 m, -
Untuk Sungai/Kali dalam Daftar; IT
Provinsi Water Reglement (PWR) de -
ngan kapasitas air 43per detlkI N
5 1119 o
3m,

L= Garis Sempadan tritis
=~ Garis Sempadan pagar,




¢

‘.

T

hurut k

3.

by

Untuk Sungai/Kall/Saluran dengan kapasitas

air 1 - 4 w per detlk

© - Garis Sempadan tritis ]

'_'- Garis Sempadan pagar :i;::“2
Untuk Sungai/Kali/Saiuran dengan Kapasitas
air 1 H3 per detik 3 ' :

- Garis Sempadan tritis s 1 é

;:_- Garis Sempadan pagar g

Bangunan-bangunan yang berada di perkota

|
Untuk Sungai/Kali dalam daftar I Pr0p1n

Water Reglement (FWR) B
13 15
- Garis Sempadan pagar @ f '15

‘= Garis Sempadan-tritis

m

m

m .

m
an

sl

m

m

Untuk Sungai/kall dalam daftar II Provin
Water Reglement (FWR) dengan Kapasitas
air 4 m3J per detik ' A
- 4
| 3
Untuk Sungai/Kali/Saluran dengan’ kapasit
air 1 = 4 m per detik

- Garis Sempadan tritis
- Garis Sempadan pagar

2

- Garis Semggdan tritis
- Garis Sempadan pagar

si

_Bangunan-bangunan yang berada atau berba
san /menghadap Jembantan, Garis Semgadan{

bangunan gdalah 1001m_kearah hilir_hu;u.

Bangunan-bangupan yang berada di daérah
sumber air, garis sempadan tritiS'ZO me

ﬁ§ Mas.tng-masing Jalan di Ka‘bupaten Daerah Ting-
k}-kat II Pacitan pembinaanya dilakukan oleh

; 1. Jalan Proplnsl oleh Dinas Pekerjaan  Umum.

Bina Marga,

212. Jalan Kabupaten oleh Dinas Pekerjaan Um?m

Kabupaten._.;J_]_-__;_

ta

A




' Pasal 2 ayat (1) S/d (3)
- ayat (4)

-~ Pasal 3 o f.
~‘!5 Pasal 4 ayat (1) huruf a
| . huruf b

ayat (2) ﬂt::rj
Pésal 5 ayat (1)
Pasal 6

- /@) Pasal 7 dan 8
¢  Pasal 9

_1§z€}f' |

Cukup Jelas.

,Yang dimaksud dengan status tanah

- 1, Status tanah dalam arti pemiliknya
(Hak)dari tanah yang akan didlrl
~kan bangunan.-_.

IFP

tanah ~dimaksud, - _ S
Angka 1 dan 2 diatas yang berwenang

memberikan rekomendasl adalah kan} =
-tor Pertanahan Kabupaten.;_
Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Hal ini erat kaitannya dengan peratur-
an Daerah Kabupateh Daerah Tingkat II
Pacitan Nomor .8 tahun 1988 tentang {-
- Rencana Umum Tata Ruang Kota Pacitan
20 tahun, - B

Cukup Jelas.

. an milik Perorangano L
Cukup Jelas.
$ Cukup JelaS.'-' o Lo
g 1. ﬁangunan fﬁmah:tinggél'terdiri dari
. a, Rumah perménen5'5 e

b, Rumah semi permanen.
Gy Rumah non permanen.

é.'Bangunan fasilitas umum, ialah ba -
ngunan yang; didirikan untuk melaya—

ni kepentingan umum,

Bangunan fasilitas umum dibedakan r
menjadi yang berslfat komerslal dan

non komerslal.

~ Bangunan fasilitas umum yang bersl—

 fat komersial. antara 1ain Toko

Kantor (Non pemerintah), Bank, Hotel

- /Losmen/Penginapa;. Gedung. Bioskup

‘_'Pabrik. Gudang. dan bangunan-bangun

. an fasilitas umum yang bersifat Ko~

merslal, | .

| *J{

LTS
LN . . - . e . [ .
L - . et . R ! -
) o ) Jh‘._a‘\.,,,,n,.; _\1 ST

2. Status tanah dalam arti penggunaan

Huruf a/d ¢ tidak berlaku bagi bangun |



- (8 -

Bangunan swadaya masyarakat yang|pe~ -
ngerjaannya dilakukan secara swakelg_
1a/t.1.dak di borongkan,

. Pasal 14 huruf a |

Bangunan fasilitas umum = pemerintah
yang dlkerjakan secara swakelola dl=
maksud, permohonan 1jinnya . dibeban -
kan kepada Plmplnan Proyek atau P:Lm- |
plnan Bagilan Proyek.

huruf b

- Pasal 15-s/d 17 ayat (1) dan -

: Cukup ;Jelas. ‘
. () - |
Pasal 17 ayat (3) ) : Bangunan-bang{man tersebut untuk Ela-l-
Q’/ o . pat diputlhkan harus memenuhl syarat
' o - syarat yang ‘telah dltetapkan.
ayat (4) : Cukup :Jelas.
" Pasal 18 : Cukup Jelas,
K . - )
é -
u/.. T ;
4 o
;- Y o
LY .

. N . . :
R : ) .
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